
 

 
BUPATI SEMARANG 

PROVINSI JAWA TENGAH 

 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG 
 

NOMOR  6  TAHUN 2015 
 

TENTANG 
 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2014 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI SEMARANG, 

 
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 

2014; 

   
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

3. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang 

Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan 

Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

1652); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari 

Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara 



 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan  Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ); 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan  Pengelolaan Dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234);  

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah 



 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang 

Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3079); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 

Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3500); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4028); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler 

Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4712);                

17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 



 

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 

23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5340); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4575); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 

tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5155) ; 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 ); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar 

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia   

Nomor 4593); 



 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4614); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 5165); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 5219);  

26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5272 ); 

27. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan; 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 25 

Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Bupati Dan 

Wakil Bupati (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang 

Tahun 2004 Nomor 44 Seri A Nomor 9, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21); 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 26 

Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan 

Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Semarang Tahun 2004 Nomor 45 Seri A Nomor 10, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang 

Nomor 22) sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Semarang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perubahan 

Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang 

Nomor 26 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler 

Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan 



 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Semarang Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5); 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 

Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13); 

31. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 

Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 10, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang 

Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Semarang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang 

Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2013 

Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Semarang Nomor 12); 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 

Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja 

Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2014 

(Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2014 

Nomor 1); 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 

Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan 

Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun 

Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Semarang Tahun 2014 Nomor 13); 

 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG 

 
dan 

 
BUPATI SEMARANG 



 

 
 

MEMUTUSKAN : 
 
                                  

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN 

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2014. 

 
BAB I 

 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

4. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah 

Kabupaten Semarang. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 

lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah. 

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 

Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/ 

Pengguna Barang. 

7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan 

pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat 

DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan. 

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 

APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang 

dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

9. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai 

penambah nilai kekayaan bersih. 



 

10. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai 

pengurang nilai kekayaan bersih. 

11. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali 

dan / atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun 

anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran 

berikutnya.   

 

BAB II 

 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 

TAHUN ANGGARAN 2014 

 

Pasal 2 

 

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014 memuat 

laporan keuangan meliputi : 

a. laporan realisasi anggaran; 

b. neraca; 

c. laporan arus kas; dan 

d. catatan atas laporan keuangan. 

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan 

laporan ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan Badan Usaha Milik 

Daerah / Perusahaan Daerah. 

 

Pasal 3 

 

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) 

huruf a sebagai berikut : 

a. pendapatan    Rp.        1.528.999.468.156,00                        

b. belanja   Rp.        1.505.315.320.115,25 

 Surplus / (defisit)  Rp.  23.684.184.040,75 

c. pembiayaan 

1. penerimaan Rp.   152.542.418.070,16 

2. Pengeluaran Rp.   9.235.903.364,00 

Surplus / (defisit)  Rp.   166.990.662.746,91  

 

 
 
 



 

Pasal 4 

 

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

sebagai berikut: 

a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah                                

Rp.  36.565.136.156,00 dengan rincian sebagai berikut : 

1. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp. 1.492.434.332.000,00 

2. Realisasi Rp. 1.528.999.468.156,00 

Selisih lebih / (kurang)           Rp.      36.565.136.156,00 

 

b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah                                        

Rp. (23.684.148.040,75) dengan rincian sebagai berikut : 

1. anggaran belanja setelah perubahan Rp. 1.635.740.846.000,00 

2. realisasi  Rp. 1.505.315.320.115,25     

Selisih lebih / (kurang) Rp.   (23.684.148.040,75) 

 

c. selisih anggaran dengan realisasi surplus / defisit sejumlah                           

Rp. 166.990.662.040,75  dengan rincian sebagai berikut : 

1. surplus / (defisit) setelah perubahan Rp.   (143.306.514.000,00)                                 

2. realisasi Rp.      23.684.148.040,75 

Selisih lebih / (kurang) Rp.     166.990.662.040,75                                  

 

d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah                                                                        

Rp. (70,16)  dengan rincian sebagai berikut : 

1. anggaran penerimaan pembiayaan   

 setelah perubahan Rp.   152.542.418.000,00    

 realisasi Rp.     152.542.418.070,16 

Selisih lebih / (kurang) Rp.              (70,16) 

 

e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah                            

Rp.( 636,00) dengan rincian sebagai berikut : 

1. Anggaran pengeluaran pembiayaan 

 setelah perubahan Rp.   9.235.904.000,00      

2. Realisasi Rp.   9.235.903.364,00    

Selisih lebih / (kurang)            Rp.    (636,00)   

                                

 



 

f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah                      

Rp. (706,16)  dengan rincian sebagai berikut : 

1. Anggaran pembiayaan netto 

 setelah perubahan Rp. 143.306.514.000,00  

2. Realisasi  Rp.     143.306.514.706,16  

Selisih lebih / (kurang) Rp.        (706,16)        

   

Pasal 5 

 

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b per 31 Desember 

2014 sebagai berikut : 

a. jumlah aset Rp.  2.433.852.296.609,74  

b. jumlah kewajiban Rp.         7.965.888.929,71 

c. jumlah ekuitas dana Rp.  2.425.886.407.680,03 

 

Pasal 6 

 

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c untuk 

tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2014 sebagai berikut : 

a. saldo kas awal per 1 Januari 2015 Rp.    149.612.941.358,16 

b. arus kas dari aktifitas operasi Rp.    276.871.919.370,75 

c. arus kas dari aktifitas investasi                        Rp. (268.191.203.971,00)                              

d. arus kas dari aktifitas pendanaan                     Rp.     (9.235.903.364,00)  

e. arus kas dari aktifitas non anggaran Rp.  (30.000,00) 

f. saldo kas akhir per 31 Desember 2014 Rp.   149.057.783.393,91 

 

Pasal 7 

 

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) 

huruf d memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-

pos laporan keuangan. 

 

Pasal 8 

 

Uraian lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : 

a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran; 



 

1. Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut 

Urusan Pemerintahan Daerah Dan Organisasi; 

2. Lampiran I.2 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut 

Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 

Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

3. Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah 

Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 

Program Dan Kegiatan; 

4. Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah 

Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan 

Pemerintahan Daerah Dan Fungsi Dalam Kerangka 

Pengelolaan Keuangan Negara; 

5. Lampiran I.5 : Daftar Piutang Daerah; 

6. Lampiran I.6 : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; 

7. Lampiran I.7 : Daftar Realisasi Penambahan Dan Pengurangan Aset 

Tetap Daerah; 

8. Lampiran I.8 : Daftar Realisasi Penambahan Dan Pengurangan Aset 

Lainnya; 

9. Lampiran I.9 : Daftar Kegiatan-kegiatan Yang Belum Diselesaikan 

Sampai Akhir Tahun Dan Dianggarkan Kembali Dalam 

Tahun Anggaran Berikutnya; 

10. Lampiran I.10 : Daftar Dana Cadangan Daerah; 

11. Lampiran I.11 :  Daftar Pinjaman Daerah Dan Obligasi Daerah;  

b. Lampiran II : Neraca; 

c. Lampiran III : Laporan Arus Kas; 

d. Lampiran IV : Catatan atas Laporan Keuangan; 

e. Lampiran V : Laporan Kinerja Badan Usaha Milik Daerah / 

Perusahaan Daerah; 

f. Lampiran VI.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik 

Daerah / Perusahaan Daerah, pendapatan, beban dan 

Laba (rugi) bersih tahun 2014; 

  Lampiran VI.2      : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik 

Daerah / Perusahaan Daerah, aktiva, kewajiban dan 

ekuitas  dana tahun 2014. 

 

 

 

 



 

Pasal 9 

 

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014 sebagai rincian lebih lanjut dari 

Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 

Anggaran 2014. 

 

BAB III 
 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 10 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

Semarang. 

 

 

Ditetapkan di Ungaran 

pada tanggal  15 Juli 2015 

 

BUPATI SEMARANG, 

TTD 

 

MUNDJIRIN 

Diundangkan di Ungaran  

pada tanggal 16 Juli 2015  

 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN SEMARANG 

TTD 

 

GUNAWAN WIBISONO 

 
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2015 NOMOR 6 
 
 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG, PROVINSI JAWA 
TENGAH : ( 6 / 2015 ) 


